g

T, A
'-'\__-r.

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

PERATURAN DAFRAH KOTA MAGELANG
NOMOR 2 TAHUN 2000
TENTANG
PAJAK REKT AME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MAGELANG,

Menimbang :a. bahwa dengan ditetapkannva Undang-undang Nomor 18 ‘fahun
1997 tentang Pajak Dacrah dan Reimbusi Dacrah. Peraturan Dacrah
Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Nomor 7 Tahun 1993
tentane P’ajak Rekiame perlu disesuaikan

b. bahwa untuk mclaksanakan maksud terscbut di  atas ncrlu
menyusun dan menetapkan kembah Peraturan Daerah tentang Pajak

Reklame ;
Mengingal 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tenlang Pembentukan

Dacrah-dacrah Kota Kkecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa [ tmur
lawa Tengah dan Jawa Barat |

o

lIndang-undang Nomor & Tahun 1981 tentang Hukum Acara
[dana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan
[.cmbaran Negara Nomor 3209)

3. Undang-undaneg Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penvelesaian
Sengketa DPajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40
Tambahan .embaran Negara Nomor 3684 - a

1. Undang-undang Nomor |8 Tahun 1997 lentang Pajak Daerah dan
Ketnbust Daerah (Lembaran Negara ‘Tahun 1997

- Nomor 4],
Fambahan Lembaran Negara Nomor 36%5) - |

5. Undang-undang ... ..

e e —
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Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak
dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42,
Tambahan L.embaran Negara Nomor 36%0) -

0. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemenntahan
Daerah (L.embaran Negara Tahun 1999 Nomor 060, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3839) ;

"I

7. Undang-undang Nomer 25 Tahun 1999 tentang Pernnmbangan
Keuangan antara Pemenntah Pusat dan Pemenntah Dacrah
(Lemburan Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tumbahuan Tembaran
Negara Nomor 3848) ;

R.  Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Dacrah
(Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan [embaran |

Negara Nomor 36091 ) .

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang
Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Dacrah Perubahan :

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang
Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah |

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang
Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan
Retnbust Daerah ;

Kepulusan Menten Dalam Negen Nomor 172 Tahun 1997 lenlang
Kntena Wanb Pajnk vang Wapb Menvelenggarakan Pembukuan
dan Tata Cara Pcmbukuan ;

13 Keputusan Menter Naiam Negen Nomor 173 Tahun 1997 tentang

Tata Cara Pemeriksaan di Bidang PPajak Dacrah ;

14. Kepurusan Menteri Dalam Ncgenn Nomor 43 Tahun 1999 tentang
Sistem dan Prosedur Adnnnstrasi Pajak Daerah, Retribust Daerah

dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain.
Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Rota Magelang
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG PAJAK
REKIAME.

BARB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal |

Dalam Peraturan Daerah im vang dimaksud dengan :

a [aerah
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. Nilar Jual Objek Pajak Reklame adulah keseluruhun pembayay

Dacrah adalah Kota Magelang -

Pemenntah Dacrah adalah Pemenntah Kota Magelang ;
Walikota adalah Walikota Magelang ;

Dinas I‘m’ld:.lpﬂl:m Dacrah vang ﬁclﬂnillln_‘i-’ﬂ di:-‘-ingkﬂt Dipcndﬂ Hd&[ﬂh Dil‘iﬂ&i
Pendapatan Dacrah Kota Magelang .

Pejabat vang ditunjuk vang sclanjutnya disebut Pejabat adalah pegawai yang diber
tugas tertentu di bidang perpajakan dacrah sesual dengan peraturan perundang-
undangan vang berlaku ¢

Pajak Dacrah adalah iuran wajib vang dilakukan oleh orang pribadi atau badan
Kepada Dacrah tanpa unbalan langsung vang scunbang, vang dapat dipaksakan
berdasarkan peraturan perundang-undangan vang berlaku. vang digunakan untuk

membiavan penselenggaraan pemenntahan daerah dan pembungunan dacrab

Badan adalah suatu bentuk badan usaha vang meliputi perseroan terbatas, perseroan
komanditer, perscroan lainnva. badan usaha milik negara atau dacrah dengan nama
dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi. koperasi,
vavasan atau organisasi vane sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap
serta bentuk badan usaha lainnva .

Pajak Reklame vang selanjutnva disebut Pajak adalah pungutan daerah atas
penvelencearaan reklame |

Reklame adalah benda. alat, perbuatan atau media vang menurut bentuk susunan dan
corak ragamnyva untuk lyuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan,
menganjurhan ataw memupkan suatu burang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik
perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang vang ditempatkan atau vang
dapat dihhat dibaca, dan atau didengar dan suatu tempat olch umum. kecuali vang
dilakukan olch pemenntah ¢

Panggunglokasi reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan satu atau
beberapa buah reklame ;

Penvelenggara Reklame adalah perorangan atau badan vang menvelencearakan

reklame baik untuk dan atas namanya sendirt atau untuk dan atas nama pihak lain
vang menjadi tanggungannya .

Kawasan zone adalah batasan-batasan wilavah tertentu sesua; dengan pemanfaatan
wilavah tersebut vang dapat digunakan untuk pemasangan reklame -

. un - pengeluaran biava
vang dikcluarkan oleh penuhk dan atau penvelenegara reklame termasuk dalam hal

i adalah  biaya‘harga  beli bahan  reklame, konstruks; instalasi  listrik

pcmhu_-'ﬂr:m.-nnp_kn-: pcrnknnn pemancaran. peragaan. PEnavangan pcnnccat:m,

pemasangan dan transportasi pengangkutan dan lain schagainya ﬂmmildcnﬂm;
o ; ot

bangunan rcklame rampung, dipancark di -
- : an, diperagakan, ditavangks
Ly W - " an
terpasang di tempat yvang telah dijjinkan : yangkan dan atau

n. Nilai.
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n Nilai strategis lokasi reklame adalah ukuran nilai vang ditetapkan pada ttik lokas
pemasangan reklame tersebut berdasarkan briteria kepadatan pemanfaatan tata ruang
Kota untuk berbagai aspek kegiatan di bidang visaha -

0. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, vang sclanjutnya disingkat SPTID. adalah surat

vang digunakan oleh Wayb Pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran
PH_IHR vane lerulange menurut peraluran per umiun;._:-mul:m;.*.:m ;H.:lp:lj:ikun daerah .

P. Surat Setoran Pajak Daeral, vang selamjutnva disimekat SSPD, adalah surat vang
drigunakan oleh Wanb Parak untuk melakukan pembavaran atau penvetoran pajak |
vany lerulang ke Kas Dacrab atau ke lempal lam vang dilelapkan oleh Walikola .

q. Surat ketetapan Pajak [Daerah. vang selanuinva disingkat SKPD. adalah surat

Keputusan vang menentukan besamya jumlah pajak vang tcrulang

r. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bavar, vane selanjutnva disingkat SKPDKR,
adalah surat Kkeputusan vane mencntukan besarnva jumlah pajak vang icrutang,
iumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembavaran pokok pajak. besarnya sanksi
administrasi dan jumlah vang masih harus dibavar -

s. Surat Ketetapan Pajak Dacrah Kurang Bayar Tambahan, yang sclanjutnya disingkat
SKPDKB1, adalah surat keputusan vang menentukan tambahan atas jumlah pajak
vany lelah diletapkan |

. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bavar, yvang selanjutnyva disimngkat SKPDLB,
adalanh surat keputusan vang menentukan jumlah kelebthan pembavaran pajak
harena Jumlah kredit pagak lebili besar dan pajak vang  (crutang atau bdak
scharusnya terutang ;

u. Surat Ketetapan Pajak Dacrah Nihil, yang sclanjutnva disingkat SKPDN. adalah
surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan
jumiah kredit pajak. atau pajak tdak terutang dan tidak ada kredit pajak -

v. Surat Tagihan Pajak Dacrah. yang sclanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk
melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda
BADB 1
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

(1) Dengan nama Pajak Reklame dipungut pajak atas setiap penvelenggaraan reklame.

(2) Objek Pajak adalah semua penvelenggaraan rekiame.

(3) Penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2
a. Reklame Papan Billboard Megatron: |

b. Reklame Kan:

¢. Reklame Melekat (Stiker):

) meliputi -

d. Reklame
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d Reklame Selebaran:

)

Recklame Benalan termasuk pada kendaraan;

f. Reklame Udara:
g Reklame Suara:
h. Rcklame Fi’lm'.‘“iﬂ{:;
i. Reklame Peragaan:

[ 2eklame Tin Plat.

Pasal 3

Dikecualikan dart objek pajak adalah
a. Penvelencearaan Reklame oleh Pemenntah Pusat dan Pemenntah Dueruh.

b. Penveleneparaan Reklame melalur Televisy, Radio, Warta Hunan,

¢. Penvelenggaiaan Reklame untuk kepentingan sosial dan keagamaan.
Pasal 4

(1) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau
memasang reklame:

= - # L

(2} Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menycelenggarakan reklame.
BAB 1
DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK
Pasal 5

(1) Dasar pengenaan Pajak adalah Nilai Sewa Reklame.

(2) Nilai Scwa Reklame scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan
menjumlahkan Nilai Strategis dan Nilai Jual Objek Pajak Reklame.

(3) Hasil perhitungan Nilar Sewa Reklame scbagaimana dimaksud pada ayat (2)
 dinvatakan dalam bentuk tabel dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 0

Tant Pajak di tetapkan sebaga: benkut -
a  Reklame papanbillboard 12,30 %% per M’ per tahun:
b. Reklame baliho 6,50 25 per M™ per 6 bulan;

¢ Reklame megatron 2,50 %4 per M® per tahun;

d. Reklame ...
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d. Reklame kain | %o per M™ per han;

¢. Rcklame kain 6 ®5 per M= per minggu:

{, Reklame kain 12 %5 per M per 2 minggu;
g. Reklame kain 24 % per M° per bulan:

h Rekiame suker dan vinil MASINEZ-Masing untuk ukuran
1. kuarto 1% per bulan;

2. toho 2% per bulan:
3. dobel tohio 3 %o per bulan:
4. lebth besar dun dobel toho 17,50 Yo per bulun,
. Rellame tnplat 1 %% per 0.5 M™ per bulan,
). Reklame tinplat 2 %6 per M® per bulan,
L. Reklame keliling (kendaraan) 5 %o per M° per lahun.
. Reklame udara 10 Y6 maksunal 1 bulan;
m. Reklanie film'shide 10 % per tahun.

n. Reklume perugaan 10 % per schuli peragaan,
BAB 1V
WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK
Pasal 7

(1) Pajak vang terutang dipungut di wilavah Kota Magzelang.

(2) Besarnya pajuk terutang dintung dengan cara mengabhun Tant Pajak sebagaimuna
O dimaksud dalam Pasal 6 dengan Dasar Pengenaan sebaganmana dimaksud dalam
Pasal J.

BAD V

MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG
DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK

Puasal B

Masa Pajak adalah jangka waktu terfentu yang lamanya ditctapkan olch Walikota
sebagai dasar untuk menghitung besamya pajak terutang.

Pasal 9

lahun Pajak adalah jangka waktu yvang lamanya satu tahun takwim Kecualt bila Wapb
Pajak menzgunakan tahun buku vang tidak sama dengan tahun takwim

Pasal 10 ., .
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Pasal 10

l

P - s . .
ajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penvelenggaraan reklame.
Pasal 11

(1) Senap Wanb Pajak wapb mengisi SP1PD.

(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada avat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan
lengkap serta ditanda taneam oleh Wanh Pajak atau Kuasanva

(3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Walikota.
BADB VI
TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK
Pasal 12

(1) Berdasarkan SPTPI) schagaimana dimaksud dalam Pasal 11 avat (1), Walikota
menetapkan pajak terutang dengan mencerbitkan SKIPD.

(2) Apabila SKPD schagaimana dimaksud pada avar (1) tidak atau kurang dibavar
setelah lewat waktu paling lama 30 {tiga puluh) han sejak SKPD ditennma. d-ikenal::an
sanksi administrast berupa bunga sebesar 2 %o (dua persen) sebulan dan ditagih
dengan menerbitkan STPD.

Pasal 13

(1) Wapb Pajak vang membayar sendin, SPTPI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11

avat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menctapkan pajak
sendin yang terutang.

(2) Dalam iangka wakiu 5 {lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Walikota dapat
menerbitkan :
a. SKPDKB,
b. SKPDKDBT:
¢. SKPPDN.
(3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan :

a. !‘_A.pnbila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain

tdak atau kurang dibavar, dikenakan sanksi udmini‘;truﬁi berupa bunea sel -
2 %o (dua persen) scbulan dilitung dari pajak vang Kurang atay ‘:ﬂrlu | 1{)’5.::1 :lchﬁd[
untuk jangha wakta paling lama 24 (dug puluh empuat) hblﬂ:m gl i J:{- lpd}ur
terutangnva pajak: R .

pajak vang terutang

b. Apabila
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b Apabila SPTPD udak disampaikan dalam jangka wakiu vang ditentukan dan
tclah ditegur sccara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga scbesar
2 *, (dua persen) sebulan dihitung dari pajak vang kurang atau terlambat dibayar
untuk juneka waktu paling lama 24 (dua pulub empat) bulan dibntune serak saal
terulangnya pajak;

¢. Apuabla kewanban mengsi SPTED ndak dipenuin, payuk vang terutany dihituny
sceata jabatan, dun Jdikenakan sanksi administiasi berupa Kenankan schesar 25 %o
(dua puluh lima persen) dan pokok pajak ditambah sanksi administrast berupa
bunga schesar 2 % (dua persen) schulan dihitung danm pajak vang kurang atau
terlambat dibavar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) pulan
dihitung scjak saat tcrutangnya pajak.

(4) SKPDKDT .scbagaimana dimaksud pada avat (2) huruf b diterbitkan apabila
ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang nlun_'fr_abubk:ln
penambahan jumlah pajak vang terutang, akan dikenakan sanksi administras) berupa
kenaikan sebesar 100 Yo {seratus persen ) dan jumlah kekurangan pajuak tersebut.

(5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurut ¢ diterbitkan apabila jumlah
pajak vang terutang sama besarmnva dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak
lerulanyg dan tdak ada kredit pajak.

(6) Apabila kewanban membavar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKB I
schagaimana dimaksud pada avat (2) huraf a dan b tidak atau tidak scpenuhnya
dibavar dalam jangka waktu vang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan
STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 %% (dua persen)
sebulan.

BAB VIl
TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK
Pasal 14
(1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh

Wahkota sesuar waktu vang ditentukan dalam SPTPD, SKPD. SKPDKB. SKPDKRBT
dun STPD.

(2) Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain vang ditunjuk, hasil penerimaan
pajak harus disctor ke Kas Daerah sclambat-lambatnva | x 24 (satu kali dua puiuh
cmpal) jam alau dalam wiktu vang ditentukan oleh Wahkota

(3) Pembavaran pajak sebagaimana dimaksud pada avat (1) dan avat (2) dilakukan
dengan menggunakan SSPD. ydi (&,

[Pasal 15

(1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atay lunas,

(2) Walikota ...
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(2) W thnm dapat membenkan persetujuan kepada Wajib DPajak untuk mengangsur
s_a_iuk terutang dalam kurun waktu tertentu. sctelah memcnuhi persyaratan yang
itentukan.

(3) Angsuran pembavaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2). harus dilakukan
seeara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 %% (dua persen)
sebulan dan jumlah pujak vane belum atau kerang dibavar,

(4) Walikota dapat membenkan persclujuan kepada Waph Pajak untuk menunda
pembavaran  pajak  sampar  batas  waktu vang ditentukan setelah memenuhi
persyaratan vang dilentukan dengan diLunuL‘.ur'l bunga 2 %a (dua persen) sebulan dar
jumlah pajak vang belum atau kurang dibayar,

fﬁ} PcrH}'HrHIHn untuk anai mengangsur dan mcnunda punﬂ‘mymaﬂ scria tata cara
pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat
(4). ditctapkan oleh Walikota

Pasal 16

(1) Setrap pembavaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dibenkan tanda
buk i pembavaran dan dicatat dalam buku penenmaan,

2) Bentuk. jemis, 1st. ukuran tanda bukti pembavaran dan buku penerimaan pajak
schagaimana dimaksud pada avat (1), dilctapkan olch Walikota.

TATA CARA PENAGIIIAN PAJAK
Pasal 17

(1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain vang sejenis sebagai awal
tindakan pclaksanaan penagihan pajak dikcluarkan 7 (tujuh) hari scjak saat jatuh
tempo pembayaran. '

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat
Peringatan atau surat lain vang sejemis, Wapb Pajak harus melunasi pajak vane
2

lerutang.

(3) Surat Teguran. Surat Peringatan atau surat lam yang sejenis sebagaimana dimaksud
pada avat (1) dikeluarkan oleh Pejabal.
Pasal 18
(1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilupas; dalam jangka waktu

sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain
' : : + ~ < ' { s L clle h .
vang sejents, jumlah pajak vang harus dibavar ditagih dengan Surat Paksa

(2) Pejabat ... ..
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(£) Pejabe snerbitkan Sitrat 1, .

€1 Pelabat mene r_l_'.u:Lu.n Sural Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) han sejak
tanggal Surat Tcg

auran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.
Pasal 1Y
Apuabila pagak vange harus
pahila payak ving harus dibavar hdak dilunast dalam Jangka waktu 2 x 24 (dua kah

dua pul ; — w—— :
1 puluh LITH”'HH lam sesudah tanggal pembentahuan Surat Paksa. Pejabat scgera
menerbitkan Surat Penntah Melaksanakan Penyitaan

*asal 20

' atala [ s 5 2 e ata ; : F . :
ht..n.1l..th dilakukan penvitaan J:m Wajib Pajak belum juga melunasi utang pajaknva, i
:-:.I-..*:h I-;'.ou[ 10 (sepulul) har sejak tangeal pelaksanaan Surat Penntah Melaksanakan
Penvitaan. Pejabat mengajukan permintaan penctapan tanggal pelelangan kepada Kantor
lelang Newara, - -
Pasal 21
Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari. tanggal. jam dan tempat pelaksanaan
lelang, luru Sita membentahukan dengan segera secara tertuhis kepada Wapnb Pajak.
Pasal 22
Hentuk. jemis dan st tormulir vang diperpunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak |
daerah diictapkan oleh Walikota, | | |
|
|
BADB IX |
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAIC
Pasal 23 !'
(1) Walikota berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan ;
keninganan dan pembebasan pajal. | * |
u
{2) Tata cara pembenan pengurangan. kernnganan dan pembebasan pajak sebagaimana '
dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Walikota. ' |
BAB X
TATA CARA PEMBETUILAN, PEMBATALAN
PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU
PENGURANGAN SANKST ADMINIS TRASI |
Pasal 24
(1) Walikota kurena jubatan stau utas permohonan Wunb Pajuk dupat . \

a Membetulkan

P TR P - i et S ——
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a. Membetulkan SKPD atau SKPDKB stau SKPDKBT atau STPD vang dalam
penerbitannya terdapat kesalahan twlis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan |
dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah: |

b. Membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak vang tidak benar:

o. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi adminsirast berupa bunga, denda dan
Kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan Karena
Kekinlatan Wanb Pajak atau bukan karena kesalahannva

(2) Permohonan pembetulan. pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau
pengurangan sankst admmistrast atas SKPND SKPNDEB SKPDRBT dan STPD
schagaimana dimaksud pada avat (1) harus disampakan secara tertuits oleh Wanb

Pajak kcepada Walikota, atau Pcjabat sclambat-lambatnya 30 (tiga pulub) hari scjak

tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan

alasan vang jelas

(3) Walikota atau Pcjabat paling lama 3 (tiga) bulan scjak surat pcrmohonan
sebagaimana dimaksud pada avat (2) ditenma. sudah harus memberikan keputusan.

(4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan secbagaimana dimaksud pada ayat (3)
Wahkota atau Pejabat tudak memberikan keputusan. permohonan pembetulan,
pembatalun, pengurancun ketelapan dun penghapusan alau pengurangan sunks:

admmmistiast dianegap dikabulkan.
BARB XI
KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 25

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan Keberatan hanva kepada Walikota atau Pejabat atas
suatu
a SKPI:
b. SKPDKBE:
¢. SKPDKBT;
d. SKPDI.B,

e. SKPDN:
f. Pemotongan ataw pemungutan oleh pthak ketiga berdasarkan peraturan
perundang-undangan perpajakan vang berlaku

(2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan
sccara tertulis dalam Bahasa Indoncsia paling lama 3 (tiga) buian sciak tangeal
SKPD, SKPDKD, SKPDKDBT, SKPDLDB dan SKPDN diterima oleh Waiib Pa}é]-:
atau tanggal pemotongan pemungutan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dengan alasan vang jelas, kecual apabila Wayb Pajak dapat menunjukkan
buhwa jungks waktu tu tduk dupat dipenubht karens keaduan di luar kekuasaunnva,

(3) Walikota . .. ..
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(3) Walikota atau Pejabat dalam lJangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak
tanggal surat permohonan keberatan scbagaimana dimaksud pada ayat (2) ditcrima,
sudah memberikan keputusan,

(4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat
t_,j‘r_‘.'r Walkota atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan
drangeap dikabulkan,

(3) Pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajtban
membavar pajak.

Pasal 26

(1) Wapb Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak
dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sctelah diterimanya Kkeputusan keberatan.

(2} Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada avat (1) iidak menunda kewajiban
membavar pajak.

Pasal 27

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 atau banding
schagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dikabuikan schagian atau scluruhnva. kelchihan

pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua
persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB \lI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 28

(1) Wapb Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembavaran
pajzk Kepada Walikota atau Pejabat,

(2) Walikota atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 ( dua belas) bulan sejak
ditenmanya permohonan pengembubian kelebihan pembayarun pujuk sebugaimany
dunaksud pada avat (1) harus membernikan Keputusan,

(3) Apabila jangka waktu scbagmmana dimaksud pada ayat (2) dilampauw, Walikota
alau Pejabat tdak membenkan kepulusan. permohonan pengembaliun kelebihan
pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam
waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak
secbagaimana dimaksud pada avar (2) langsung  diperhitunckan untuk melunasi
terlebih dahulu utang pajak dimaksud. )

(5) Pengembalian ..
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(3) Pengembalian kelebihan pembavaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2
(dua) bulan scjak diterbitkannya SKPDLE dengan mencrbitkan Surat Perintah
Membavar Kelebthan Pajak (SPMKP).

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembavaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2
(dua) bulan sciak diterbitkannva SKPDILB. Walikota atau Pejabat memberikan

imbalun bunga sebesar 2 %o (dua persen) sebulan atas keterlaumbulan pembayvarun

kelebihan pajak.
Pasal 29

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya,
sehagaimana dimaksud dalam Pasal 2% avat (1), pembayarannya dilakukan dengan cara
permndah bukuan dan buktr pemindah bukuan juea berlaku sebagar bukti pembavaran.

BAB NI
REDALUWARSA
Pasal 30

(1) Hak untuk melakukan penagthan pajak. kedaluwarsa setelah melampaw jangka
waktu 5 (luma) tahun terhitung sejak saat terutangnva pajak. kecuali apabila Wajb
Pajuk melakukan tindak prdana dv bidang perpajukan daerah.

(2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada avat (1) tertangguh
apabila :

a. Diterbitkan Sural Teguran dan Sural Paksa alau:

b. Ada pengakuan utang pajak dan Wapnb Pajak baik secara langsung maupun tidak
langsung.

BARB X1V
KETENTUAN PIDANA
Pasal 31

(1) Wapb Pajak vang karena Kealpaannva tdak menvampaikan SPTPD atau Mmengis
dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan Keterangan vang tidak
benar sehimgga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan midana kurungan

paling lama | (satu) tahun dan atau denda paling banvak 2 (dua) kali jumiah pajak
VAng lcrulang.

2) Wapb Pajak vang dengan sengaja ndak menvampaikan SPTPD atau mengist dengan

tidak benar atau tidak lengkap atan melampirkan keteranean vang tidak benar
schingga mcrugikan kcuangan dacrah dapat dipidana dengan pidana pcnjara paling

lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banvak 4 (empat) kali jumlah pajak van
lerutang. ‘ e

Pasal 32 ...
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MPasal 32

.I 'ndak pidana scbagaimana dimaksud dalam Pasal 31 tidak dituntut setelah melampaui
J““I‘é]\ﬂ wakte 1O (sepuluby tahun sepak saal lerutanenva pmak atauw berabhinya Masa
Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak.

BAB \V

PENYIDIKAN

Pasal 33

(1) Pejabat Pegawar Neeger Sipil tertentu di lingkungan Pemernntah Daerah diben
wewenane khusus sebagar Penvidik untuk melakukan penvidikan tindak pidana di
bidang perpajakan daerah sebagaimana dunaksud dalum Undang-undang Nomor 8
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

(2) Wewenang penyidik schagaimana dimaksud pada avat (1) adalah :

a

¢

'I_'E.n

h.

Menermma. mencann mengumpulkan dan menehn keteranean atau laporan
K |

berkenaan densan tindak pidana di bidang perpajakan dacrah agar keterangan

atau laporan terscbut menjadi [engkap dan jelas;,

Menchiti, mencan dan mengumpulkan Keterangan mengenar orang pribady atau

badan tentang kebenaran perbuatan vang dilakukan sehubungan dengan tindak

prdana perpajakan daerah tersebut,

Meminta keterangan dan bahan bukti dan orang pribadi atau badan sehubungan

dencan tindak mdana di bidang perpajakan daerah,

Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan

denoan hindak prdana d bidang perpajaban daerah:

Mclukukan  pengecledahan untuk mendapatkan bahan  bukti  pembukuan.
pencatatan dan dokumen-dokumen lamn, serta melakukan penyitaan terhadap
bahan bukt tersebut:

Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penvidikan tindak
mdana di bidang perpajakan dacrah:

Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada
saat pemenksaan sedang berlangsung dan memeniksa identitas orang dan atau
dokumen vang dibawe sebagannana dimeksud pada hurul e i

Memotret seseorang vang berkaitan dengan tindak pidana pernajakan daerah:

Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka
atatl saksi. )

Menghentikan penyidikan:

k. Melakukan ... .
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Kk Melakukan tindakan lain vang perlu untuk kelancaran penyidikan H-Hdﬂk pidana
di bidang perpajakan dacrah menurut hukum  yang dapat dipertangzung
1awabkan.

(3) Penvidik  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya
penvidikan dan menvampaikan hasil penvidikannva kepada Penuntut [ Tmum. sesual
dengun Ketentuan vang digtur dalam Undang-undang Nomor 38 Tahun 1981 lentang
Hukum Acara Pidana.

BARB \VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34

Hal-hal vang belum diatur  dalam  Peraturan  Daerah  am, sepanjang nengenal
pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Walikota,

Pasal 35

Dengan berlakunva Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Dai::'rah
Tinekat 11 Magelang Nomor 7 Tahun 1993 tentang Pajak Reklame dinvatakan tidak

berlaku lagi.
Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tangzal diundangkan.

Agar supava setiap orang dapat engetahuinya, memenntahkan pengundangan
Peraturan Dacrah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Dacrah Kota Magclang.

Dritetapkan di Magelang
pada tanggal 11 Marct 2000

WALIKOTA MAGELANG

\Sozym?

H FAHRIYANTO
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andangkan di Magelang
~datangeal 11 Naret 2000

ERRETARIS DAFRAH KOTA MAGELANG

NIP 50§ 032 6355

1 "MBARAN DAERAH KOTA MAGELANG
A AITUN 2000 NOMOR 5

SIRT A NO. 2

}

.**
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PENJELASAN ATAS |

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 2 TAHUN 2000
TENTANG

PAJAK REKIAME

PENJELASAN UMUM

Bahwa denzan diberlakukannve Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997
tentang Pajak Daeralh dan Retribusi Daerah maka Peraturan Daerah Kotamadya
Nuerah Tingkat 1T Magelung Nomor 7 Tahun 1995 lentang Pajak Reklame perlu
disesuatkan.

Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, perlu mengatur
kembali Pajak Reklame vang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Dagal | . Pasal ini mecmuat pengertian istilah vang dipergunakan dalam
Peraturan Daerah ini. Dengan adanya pengertian istilah
tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnva salah tatsir
dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan
pasal-pasal vang bersangkutan sechingpa baik warga
masyvarakat mauvpun aparatur dalam menjalankan hak dan
kewajiban dapat berjalan dengan lancar dan dapat dicapan
terib administras: pemungutan Pajak Dacrah.

Pasal 2 s/d Pasal 36 : Cukup Iclas
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